KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 700/362 TAHUN  2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN HARTA                                                                          KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2019
BUPATI KARANGANYAR,
	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur negara berwibawa, bermartabat, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga terciptanya Pemerintahan yang berbudi luhur, mempunyai integritas terhadap tugas, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2019,

	
	
	b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara       Tahun 2019;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

	
	
	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6      Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4740); 


	
	
	3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia       Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4899); 

	
	
	4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	
	
	5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia    Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

	
	
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

	
	
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

	
	
	8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara        Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

	Memperhatikan
	:
	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.


MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Tim Pelaksana Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. 

	KEDUA
	:
	Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
b. memantau dan memfasilitasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

	KEEMPAT
	
	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dari dari tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

	KELIMA
	:
	Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

	KEENAM
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah;

2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

3. Kepala Bagian Hukum Setda.
	Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Januari 2019
  BUPATI KARANGANYAR,

  JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan

Pejabat

Paraf

1. Asisten Pemerintahan

2. Inspektur




	LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR             TAHUN 2019                                                      TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN HARTA                                                                          KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2019.


SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2019
	NO.
	NAMA
	JABATAN DALAM DINAS 
	KEDUDUKAN DALAM TIM

	1
	2
	3
	4

	1.
	Drs. H. Juliyatmono,  M.M.
	Bupati Karanganyar
	Pengarah

	2.
	H. Rober Christanto, S.E.
	Wakil Bupati Karanganyar 
	Penasehat

	3.
	Drs. Sucahyo, M.M.
	Inspektur Kabupaten Karanganyar
	Ketua

	4.
	Drs. Siswanto, M.M.
	Kepala Badan Kepegawaianan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Wakil Ketua

	5. 
	Siti Iswari Hidayati, S.E., M.M.
	Sekretaris Inspektorat
	Sekretaris

	6.
	Riyasi, S.Sos., M.M.
	Kasubbag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat
	Anggota

	7.
	Innaha Rahmawati, S.E., 

M. Si. 
	Auditor Pertama pada Inspektorat
	Anggota

	8.
	Shinta Kusuma Dewi, S.H.
	Auditor Pertama pada Inspektorat
	Anggota

	10.
	Danang Iftian Prihantoro, A.Md.
	Penata Laporan Keuangan

	Anggota

	11.
	Purwadi
	Pelaksana pada Sub Bagian Administrasi dan Umum
	Anggota

	12.
	Basman
	Pelaksana pada Sub Bagian Administrasi dan Umum
	Anggota


BUPATI KARANGANYAR,

                  JULIYATMONO

	Telah dikoordinasikan

	Pejabat
	Paraf

	1. Asisten Pemerintahan

2. Inspektur
	


